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Ungkapan Pribadi: 

“Saya percaya bahwa hidup adalah perjalanan belajar 

tanpa akhir. Setiap langkah, baik keberhasilan maupun 

kegagalan, adalah guru yang membentuk siapa saya hari 

ini. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu di bangku 

sekolah, tetapi tentang bagaimana kita memahami 

kehidupan, memperbaiki diri, dan memberi manfaat 

bagi orang lain. Dengan semangat yang tak pernah 

“padam, saya berusaha terus tumbuh, berjuang, dan 

melangkah menuju masa depan yang lebih baik”. 

 

Motto Hidup 

1. “Belajar hari ini, memimpin hari esok” 

2. “Semangat adalah bahan bakar, pendidikan adalah arah 
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ABSTRAK 

 

 

Nama : Ubaidillah Anwar 

NIM 202010110311432 

Judul : Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Hak Kompensasi Pemilik 

Tanah dalam Proyek Pemasangan Tiang Listrik PLN 

Fakultas : Hukum 

 

Pemenuhan hak kompensasi bagi pemilik tanah yang lahannya digunakan untuk proyek 

pemasangan tiang listrik PLN masih menunjukkan berbagai permasalahan sebagai 

konsekuensi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. 

Permasalahan tersebut secara nyata terjadi di Desa Badung, Kecamatan Proppo, Kabupaten 

Pamekasan, di mana sejak bertahun-tahun pemasangan tiang listrik di atas tanah milik 

warga tidak diikuti dengan pemberian kompensasi yang layak dan menimbulkan 

pembatasan pemanfaatan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan 

hukum terhadap hak kompensasi pemilik tanah serta mengkaji perlindungan hukum yang 

seharusnya diberikan kepada masyarakat terdampak pemasangan tiang listrik PLN. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer 

dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak 

kompensasi pemilik tanah atas pemasangan tiang transmisi listrik telah dijamin dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, khususnya Pasal 27 dan Pasal 30, namun dalam 

praktiknya masih terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan teknis terkait mekanisme, 

besaran, dan ruang lingkup kompensasi. Lemahnya pengaturan pelaksana dan tidak adanya 

standar penilaian yang tegas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta 

melemahkan perlindungan hak atas tanah. Oleh karena itu, penelitian ini 

merekomendasikan perlunya penegasan pengaturan teknis mengenai kompensasi 

pemasangan tiang transmisi listrik melalui peraturan pelaksana yang lebih operasional guna 

menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pemilik tanah dalam 

penyelenggaraan ketenagalistrikan. 

 

Kata kunci: hak atas tanah, ketenagalistrikan, kompensasi, penegakan hukum, tiang 

transmisi listrik 
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ABSTRACT 

 

 

Name : Ubaidillah Anwar 

Student ID  202010110311432 

Title : Juridical Analysis of Law Enforcement on the Right to Compensation of 

Landowners in the PLN Electricity Pole Installation Project 

Faculty : Law 

 

The fulfillment of compensation rights for landowners whose land is used for the 

installation of PLN electricity poles still reveals various problems as a consequence of 

electricity infrastructure development for public purposes. These problems are clearly 

evident in Badung Village, Proppo Subdistrict, Pamekasan Regency, where for many years 

the installation of electricity poles on residents’ land has not been accompanied by proper 

compensation and has resulted in restrictions on land use. This study aims to analyze the 

enforcement of law regarding landowners’ compensation rights and to examine the legal 

protection that should be provided to communities affected by the installation of PLN 

electricity poles. The research method employed is normative legal research using a 

statutory approach and a conceptual approach, supported by primary and secondary legal 

materials and analyzed qualitatively. The results indicate that landowners’ rights to 

compensation for the installation of electricity transmission poles are normatively 

guaranteed under Law Number 30 of 2009, particularly Articles 27 and 30; however, in 

practice there remains a lack of clarity regarding technical regulations related to the 

mechanism, amount, and scope of compensation. Weak implementing regulations and the 

absence of clear valuation standards have the potential to create legal uncertainty and 

weaken the protection of land rights. Therefore, this study recommends strengthening and 

clarifying technical regulations on compensation for the installation of electricity 

transmission poles through more operational implementing regulations to ensure legal 

certainty, justice, and the protection of landowners’ rights in the administration of 

electricity services. 

 

Keywords: 

compensation, electricity, electricity transmission poles, land rights, law enforcement. 
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